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RANCANGAN 
 
 
 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai batasan luas lantai 

Rumah dalam Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah, perlu 
disesuaikan untuk meningkatkan kelayakan hunian 
bagi masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
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Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 388); 

6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 1181); 

7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran 
Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan 
dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 528); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN 
PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYARAKAT 
BERPENGHASILAN RENDAH SERTA PERSYARATAN 
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH. 

 
Pasal I 

Ketentuan ayat (5) Pasal 3 Peraturan Menteri Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 528) diubah 
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 3 
(1) Biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung 
sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan: 
a. harga jual pemilikan Rumah Umum;  
b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau  
c. biaya pembangunan Rumah Swadaya.  

(2) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  
a. harga jual Rumah tunggal;  
b. harga jual satuan Rumah deret; dan  
c. harga jual satuan Rumah susun.  

(3) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak 
pertambahan nilai.  

(4) Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan 
Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas 
lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.  

(5) Batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah 
Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan oleh Menteri. 

(6) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung 
berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya. 
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Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Januari 2026 
 
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Œ 
 
 

MARUARAR SIRAIT 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal        Д 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 

     Ѽ 
 
DHAHANA PUTRA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR      Ж 
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